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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 113 T4HUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA LABOATORIUM 
KESEHATAN MASYARAKAT VE TERINER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menmbang bahwa untuk melaksanak.an ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Organisasl Perangkat Daerah dan Pasal 93 
Peraturan Gubermur Nomor 87 Tahun 2009 tontang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Kelautan dan Pertanlan, perlu menetapkan Peraturan Gubermur 
tentang Pembontukan Organlsasl dan Tata Kerja Laboratorum Kesehatar 
Mas yarakat Veteriner; 

Mengingat 1, LJndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pok@ok-pokok Kepegwlean 
sebagaimnana telah diubah dengan Undang-Lndang Nomor 43 Tahun 
1999; 

2. Lndsng-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina lkan, Hewan 
dan Tumbuhan; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perurdang-undangan; 

7. UJndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

8. Lindang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagairana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 
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9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan; 

1f. Poraturan Pomerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tatun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik NegaraDaerah sebagairana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomnor 38 Tatun 2008; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
emerintahan antara Pomerintah, Pererintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Noror 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerh; 

16. Peraturan Pererintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsasl 
Perangkat Daerah; 

17. Poraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sabagalmana telah diubah 
dengan Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

18. Peraturan Daorah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

19. Poraturan Guberur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN MAS YARAKAT VE TEEINER. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal f 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus bbukota Jakarta. 

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 
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4. Inspektorat adalah lnspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, 

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola euangar 
Daerah Provinsi Daerah Kusus lbukota Jakarta. 

6. Badan Kepegawalan Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana 

Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanlan 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Portanian Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

10. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut 
Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 
Dinas Kelautan dan Pertanlan 

11. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Kesohatan Mas yarakat 
Veteriner. 

BAB I 

PEMBENT'UKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Guberur ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Mas yarakat 
Veteriner. 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) Laboratorium merupakan Unit Pelaksana Teknis Dines Kelautan dan 
Pertanian dalam pelaksanaan pongujian laboratoris yang berk.altar 
dengan kesehatan mas yarakat veteriner. 

(2) Laboratorium dipirpin oleh seorang Kepala Laboratoriurn yang dalamn 
melaksanakan tugas dan fungsinya berkeduduk.an di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Dina$. 

Pasal 4 

(1) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengujan laboratoris 
yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner, 
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Laboratorium mempunyai fungi: 

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratoriumn; 

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium; 
c. pemeriksaan laboratoris secara mikrobiobogis dan biomolekuler terhadap 

pangan asal hewar/hasil lain asal hewan, sarana pangan hagil hewan/ 
hasil lain asal hewan dan pangan pendukung lainnya; 

d. permeriksaan laboratoris secara fisik dan kiriawi terhadap pangan 
asal hewan/hasil asal hewan, sarana pangan hasil hewan/hasil lain 

asal hewan dan pangan pendukung lainnya 
e. pemeriksaan laboratoris secara residu terhadap pangan asal 

hewan/hasil lain asal hewan, sarana pangan hasil hewan/hasll lain 
asal hewan dan pangan pendulung lainnya; 

f. penyusunan standardisasi pengujan laboratoris esehatan masyarak.at 
veteriner, 

g. penyelenggaraan surveilans tertadap cemaran mikroba dan residu 
pada pangan asal hewan/hasil lain asal hewan; 

h. pelaksanaan bimbingan pengujjan Laboratorium; 
• pemberian sertifikat dan laporan hasi ujj; 
j. polaksanaan fas#litasi pendidikan dan pelatihan di bidang teknls 

laboratoriurn fisikokiriawi, mikrobiologi dan biomolekuler; 
, pemeriksaan sanltas dan higiene tempat peredaran pang.an asal 

hewan/hasil pangan asal hewan; 
I pengelolaan dan permeliharaan prasarana dan sarana Laboratorlum; 
m. polaksanaan publikasl egiatan Laboratortur; 

n. pengelolaan teknologi informasi Laboratorium; 
o. pengelolaan kepegawalan, keuangan dan barang; 
p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; 
q. penyMapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanlan yang terkalt 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratoriumn; dan 
r. pelaporan dan pertang9ungiawaban pelaksanaan tugas dan fungei 

Laboratoriumn 

BAB IN 

ORGANISASI 

(f) Susunan Organisasi Laboratorium terdirt dart : 

a. Kepala Laboratorium; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler; 
d. Seksi Fisikolimiawi; dan 
e. Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Laboratorium sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

• 
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Bagian Kedua 

Kepala Laboratorium 

Kepala Laboratorlum mempunyair tugas: 

a. memlmpin dan mnengoordinasikan pelaksanaan lugas dan fungsi 
Laboratorium sobagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 

b. mengoordinaskan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelornpok 
Jabatan Fungsional; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangk.at 
Oaerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi 
Pemerintab/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungi 
Laboratorium; dan 

d. melaporkan dan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Laboratorium. 

Bagian Ketiga 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal T 

(1) Subbagian Tata Usaha morpakan Satuan Kera Staf dalam pelaksanaan 
administrasl Laboratorlum. 

2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kopala Subbagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertan9gung Jawab kepada Kepala 
Laboratorium. 

(3) Subbagian Tata Usaha morpunyal tugas. 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Polaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesual dengan lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorlum 
sesuai dengan lingkup tugasnya, 

c. mengoordinasika penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium; 

d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana 

strategis Laboratoriumn; 

e. melaksanakan monitoring, pengendallan dan evaluasl pelaksanaan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium; 

f. mengoordiasikan penyajlean data dan informasl kegiatan Laboratortum; 
g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penytorn, 

pelaporan dan pertanggungiawaban penermaan retribusl Laboratorium; 
h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; 
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i, melaksanakan kegiatan ketalausahaan seperti surat meryurat dan 
earsipan Laboratorium; 

j. melaksanakan pengelolaan teknologi informnasi Laboratoriur; 
k. menghimpun dan menyusun laporan hasill ul dan memproses penerbitan 

sertifikat hasil ujf; 
l. menerima dan mendlstribuslkan sampel, 
m. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribu n inventaris, 

barang pakai habis dan bahan imia Laboratorium; 
n. momelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, 
o. melaksanakan publikasi kegiatan Laboratorium; 
p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kogiatan 

dan aluntabifitas Laboratorium; 
q. mrenyiapkan bahan laporan Laboratoriumn yang terkait dengan tugas 

Subbagian Tata Usaha; dan 
r. melaporkan dan mempertanggungiawabk.an pelaksanaan tu,Ja$ 

Subbagian Tata Usaha 

Bagian Keempat 

Seksi Mikrobiologi dan Blomolekuler 

Pasal 8 

(1) Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler merupakan Satuan Kerja Linl 
Laboratoriurn dalam pelaksanaan pengujjan laboratoris secara mikrobiologi 
dan biomolekuler. 

(2) Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler dl pimpin oleh seorang Kepala Selksi 
yang berkedudukan di bawah dan bertan9gung jawab kepada Kepala 
Laboratorium. 

(3) Seksi Mikobiologi dan Biomolekuler mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Polaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan pelayanan pengujjan laboratoris terhadap pangan asal 
hewan dan hasil lain asal howan secara microbiologi dan biomolekuler, 

d. melaksanakan pelayanan pengulan residu antibiotik dan ujf 
sensitivitas secara miroblologl; 

e. menyusun standardisasi pengujian laboratoris pangan asal hewan 
dan hasil lain asal hewan secara mikrobiologi dan biomolekuler, 

f. melaksanakan surveilans terhadap cemaran mikroba pada pan9an 
asal hewan, 

g. melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan higlenls sarana penryirpanan, 
pengangkutan dan penjualan pangan asal bewan/hasil pangan asal 
hewan secara mikrobiologl; 

h. melasanakan bimbingan pengujan Laboratorium; 
i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kallbrasi dan sterillsasl 

inventaris Laboratorium; 
j. melaksanakan penelusuran terhadap sumber pencemaran mikroba 

dan residu antibiotika; 

• 
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k. meryiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujan laboratoris secara 
mikrobiologi dan biomolekuler terhadap pang.an asal hewan/hasil 
pangan asal hewan; 

I. melaksanakan kegiatan fasllitasi perdidikan dan pelatihan di bidang 
teknis laboratorium mikrobiologi dan biomolekuler, 

mn. melaksanakan evaluasi terhadap hasil ujj; 
n. menylapkan bahan laporan Laboratorium yang berkaltan dengan 

lugas Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler; darn 
o. melaporkan dan mempertanggungjan pelaksanaan tugas Seksi 

Mikrobiologi dan Biomolekuer. 

Bagian Kelima 

Seksi Filkokimiawi 

Pasal 9 

(1) Seksi Fl&kokiriawi merupakan Satuan Kerja Lini Laboratorium dalam 
pelaksanaan pengujian laboratonis secara fisikokiriawi. 

(2) Seksi Flsikokimiawi dipimnpin oloh s@orang Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Laboratoriumn, 

(3) Seksi Fisikokimiawi mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesual dengan linkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratortum 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan pelayanan pengujjan laboratoris terhadap pangen asal 
hewan dan hasil lain asal hewan secara fisik dan kimiwilresidu; 

d. melaksanakan pelayanan pengujjan laboratoris terhadap pemnalsuan 
dan campuran pangan asal hewan dan hasill lain asal h@wan secara 
fisik dan limiawi; 

e. menyusun standardisasi pengujian laboratorls pangan asal hewan 
dan hasl lain asal hewan secara flsik dan kiriawlresidu; 

f. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidlkan dan pelatihan di bidang 
teknis Laboratorium fisikokimlawl; 

g. melaksanakan pelayanan pengujlan laboratoris terhadap pangan 
yang dicurigal berasal dari hewan mati bangkai; 

h. melaksanakan surveilans terhadap emaran residu pada pangan asal 
hewan, 

l. melaksanakan pemelliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi 
inventaris Laboratoriurn 

j. menyiaplan bahan laporan pelaksanaan pengujtan laboratoris secara 
fisilk dan klmiaw/residu terhadap pangan asal hewan dan hasil lain 
asal hewan; 

k. melaksanakan evaluasi terhadap hasil uji; 
I menyiapkan bahan laporan Laboratorium yang berkaitan dengan 

tugas Seksi Fisikokimiawi; dan 

m. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas Seksi 
Fisikokirniwi. 

• 
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Bagian Keenam 

Subkelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) Laboratorium dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungslonal. 

(2) Pejabat Fungslonal melaksanakan tugas dalam Susunan Organlsasi 
Struktural Laboratorium. 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka mongembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat 
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium 
sebagai bagian dari Klompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan 
Pertanian, ditetapkan Kepala Laboratoriurn, 

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh sorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang 
berkedudukan di bawah dan bertan9gun Jawab kepada Kopala 
Laboratortum. 

(3) Ketua Subkolompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Laboratorium dari 
ejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional 
sesual keunggulan korpetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) 
yang dimiliki, 

(4) Ketontuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Laboratorium 
diatur dongan Peraturan Gubernur sebagal bagian dari pengaturan 
Jabatan Fungslonel Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

ESELON 

Pasal 12 

(1) Kepala Laboratorium sebagairana dimaksud dalam Pasal 6 adalah 
Jabatan Struktural Eselon Ill a 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a. 

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pagel 
9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a 

BAB VI 

TATA KER.JA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium wajib taat dan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• 
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(2) Kepala Laboratoriumn mengembangkan koordinasi dan kerja sama 
dengan Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat 
Daerah (UKPD) darlatau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalarm 
rangka meningkatkan kinerja dan memperdancar pelaksanaan tugas dan 
fungsi Laboratorium. 

Pasal 14 

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada Laboratorium wajb melaksanakan tugas masing­ 
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan erta 
menorapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasl, sinkronlsasi, simplfikasi, 
akuntabiltas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

Pasal 15 

(1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada Laboratoriurn wajib merninpin, mengoordinasl.an, 
memberikan bimbegan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina 

dan menilai kinerja bawahan masing-masing. 

(2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungslonal dan Pegawai pada Laboratoriurn wajib mengikuti 
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing seeual 

ketentuan peraturan perundang-undan, 

Pasal 16 

Kepala Laboratortum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelornpok 
Jabatan F ungslonal pada Laboratorium wajib mengawasl dan mengendallkan 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkahr­ 
langkah yang dipertukan apabila menemnukan adanya panyimnpan1gar 
dan/atau indikasi penyimpangan. 

Pasal 17 

(1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawal pada Laboratorium waijib menyampaikar 
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masin 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undan 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mnenindaklanjui dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan 
pengambilan keputusan sesual dengan kewenangan masing-masing. 

Pasal 18 

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan 
perbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap 
Laboratorium sebagai bagian dart perbinaan kelerobagaan, ketatalaksanaan 
dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian; 

• 
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(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pernbinaan kelembagaan, ketatlaleak.san8an 
dan pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraluran Gubernur. 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Laboratorium merupakan Pegawal Negeri 
Sipif Daerah. 

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.an di 
bidang kopegawalan. 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Laboratoriurm mend.apat 
pembinaan dari Sekretaris Daerah molalul Badan Kepegawaian Daerah 
berkoordingsi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian 
dani pembinaan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanlan. 

BAB VIN 

KEUANGAN 

Pasal 20 

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorlum dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan 
negaraldaerah 

Pasal 21 

() Pendapatan yang bersumber dart pelaksanaan tugas dan fungsi 
Laboratorium merupakan pendapatan daerah. 

(2) Pengeiolaan pendapatan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undaungan dl 
bidang keuangan negara/daerah 

BAB IX 

ASET 

Pasal 22 

(1) Aset yang dipergunakan oleh Laboratorium sebagai prasarana dan 
sarana kerja mnerupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah 
yang tidak dipisahkan, 

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik 
negara/daerah. 
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Pasal 23 

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterime dalam bentuk pemberian, hipap dan paptuan dan1,pit@ilk_Ketyga_kepad@a Laboratoriurn dala""]""H 
pelaksanaan tugas dan fungsinya rerupakan penerimaan barang di , 

(2) Penefirnaan :S'=ae ah sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) 
SegefJI diaPOfl<an Kepal.i l>inas untuk �nya dilaporkan gpa8R'! ,Kopay_g@a Pengeloa pa@rah 
selaku Pejabat Pengelola Keusngan Daerah solaligus Bendahara 
Umum D~erah untuk dicatat dar dibukukan sebagal aset h. 

BAB X 
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KER.JA 

Pasal 24 

(1) Kepala Laboratonun dibaulu olch 1 (satu)�Subbaglan 
Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepgla Seksi Mkr ·' dan Biomolokler dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Fisikokiriawi sobagar langsung. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sobanyak-banyaknya_oleh 11 

!sebelas) orang Pejabat Fungsional Umum/Terlentu sebagai bawahan angsung. 
(3) K@pala Seksi Mirobiologi dan Biomolekuler dibantu sebanyak-ban knrya 

o j f s~~as )  orris  Fejiv  Fun~sorf vmurvf6ski,",Lt{ 
bawahan langsung. 

(4) Kepala_ Seksi  _ Flslkokimiawi_ dibant u  sebanyak-banyaknya oleh 7 (tu]uh) 
orang Pejabat Fungsional Umunm/Tertentu sebagai bawahan langsung. 

(5) Rinclan fornasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) s~bagaimana lercanturn dalam Lampir~in l eraturar 
Guberiur lri. 

(6) Rin&ian formasi jabatan sebagaimana dimnaksud pada ayat (5) menjadi 
acuan pongajuan ebutuhan Fegawai Laboratoriumn. 

Pasal 25 

(1) Standar peralatan kKerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud 
RR,{y],24 sebaaimanae torcant~mi dtam Lari5iran it Peraturan 

(2) standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Laboratoriurn. 

BAB XJ 
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 26 

(1) Laboratorium menyusun dan menyamnpaikan laporan berkala tahunan, 
semester, triwulani, bulanan dan/atau' sewaktu-waktu kepada Kepals Dinas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi 
laporan ; 

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawal; 
b. keuangan; 

{z% elkrangen den eiebian barang stau prasarena dan 
sarana kerja; 

e. akuntabilit~s; dan 
f, pelaksanaan kegiatan. 

• 
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Pasal 27 

gr.../zrazz-razz.ezz2 
Pertanian. 

BAB XII 

PENGAWASAN 

Pasal 28 

Pengawasan terhadap Laboratorium dilaksanakan oleh: 

a. Lembaga neg@ra yang mempunyai tugas mnemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 
b. Aparat pemerksa internal pererintan; dan 
c. Inspektorat. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai bertaku, maka Keputusan Gubernur 
Nornot 105 Tal'ul 2002 �1tltkan �asi dan Teta Kerja 
Unit Pelaksana Teknis dl Li Dinas Pet~makan, Perikanan dn 
Kelautan Propinsi Daerah Khusus «ota Jakarta, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pesal 30 

Peraturan Gubemur inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

.z.:%%[c5a%a7Ee" 
Khusus lbukota Jika M 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tan9gal 10 Juni 2010 
GUBERNUR WINSI DAERAH KHUSUS 

Il TA JAKARTA, 

• 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 uni 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

• NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINSI DAE RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 201O NOMOR 17 

0 



Lampiran I Peraturan Gubermur Provins! Daerah Khusus 

lbukota Jakarta 

Nomor 113 TAHU4 2010 

Tanggal 10 uni 2010 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM 

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

KEPALA LABORATORIUM 

. 

I 

$UBBAGIAN 

TATA USAHA 

I I 

SEKSI SEKSI 

IKROBIOLOGI DAN FISlKOKIMIAWI 
BIOMOLEKULER 

SUBKELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 

IBUK; 'TA JAKARTA, 

• 

0 



Lampiran I ;  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 113 TANUN 20L0 

Tanggal 10 uni 2010 

FORMASI JABATAN PADA LABORATORIUM 
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah 

1. Kepala Laboratorium - Dokter Hewan IL.a 1 

- Diklat Kepemimpinan Tk.All 
+ Dilat Manajemen Perkantoran 

Diklat Manajemnen Keuangan 
- Diklat Pengadaan Barang dan 

Jasa 
- Dik.lat Marajernen Sister Mutu 

17025.2005 
Diklat Toknis Kesmavet 

Jurnlah 1 

2 Kepala Subbagian Tata • Si Peternakan/Humaniora IV.a 1 

Usaha Dikdat Keperimpinan Tk.IN 
. Diktat Sister Manajernen 

Mutu 17025.2005 
- Diklat Teknis Kesmavet 

- Dilat Administrasi Perkantoran 

• Dikdat Aministrasi Kepeg waian 

- Diktat Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

- Dkdat Pengadaan Barang dan 
Jars.a 

Pengadministrasi Urum - Dill Administrasi 1 

- Dikdat Administrasi 
Perkantoran 

- Diktat Satrinkat/Kears 
- Dikdat Komputer 

panata Komputer • DIII Komputer 1 

- Dikdat Administrasi Perkantoran 

- Diklat Komputer Perkantoran 

Petugas Penerima Sampel D il PetemakarKesehatan 1 . 

Hewan 
. Diktat Petugas Pengarnbil 

Contoh (Sampely 
. Diktat Teknis Kesmavet 
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No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah 

Petugas Pendistr bus.i Sampel D ii Peterakan/imu Sosial 1 . 

. Dikdat Petugas Pengambil 
Contoh (Sampel) 

. Diklat Tekxnis Kesmavet 

Pongurus Rumah Tangga - DII Administrasi 1 

- Diklat Bendahara Barang 
- Diklat Komputer 
- Dikdat Fengadaan Barang 

dan Jass 

Pengelola Kouangan - St Ekonomi/Manajemen/ 1 
Akuntansi 

- Diklat Administrasl Keuangan 
Diklat Perencanaan 

- Diklat Komputer 

Bendahara Pengeluaran - Dill Akuntansi/Manaj6men 1 
Pembantu - Dilat Bendaharawan 

- Diklat Kormnputer 

Pembantu Bendahara - Dill Akuntansi/Manaj 
• Dilat Bendaharawan 1 
. Diktat Komputer 

Bendahara Penerimnaan . D Ii Akuntansi/Mana]men 1 
Pembantu - Diktat Bendaharawan 

. Diklat Komputer 

Caraka • SMA/Sederalat 1 

- Diklat Arslparis 

Pengerudi - SMA/Sederajat 1 
- Diklat Montir 

Jumlat 12 

1 
3. Kepala Seksi Mikrobiologi - Dokiter Howan/S1 Biologi 

dan Biomolekuler - DikMat Kepernimpinan Tk.IV 
- Diktat Sistem Manajemen 

Mutu 17025.:2005 
- Dikdat Teknis Kesmnavet 
- Dikdat Teknis Pengujian 

Mikrobiologi dan 
Biomolekulier 

- Diktat Amdal 

• 
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No. Nama Jabatan Syarat Pendidiken Eselon Jurlah 

Penyelia Mikrobiologi - S1 BiologiDokter Hewan 2 

- Dilat Sistem Manajemen 
Mutu 17025.2005 

- Dikdat Teknis Kesmavet 
- Dikdat Tekis Pengujjan 

Mikroblologl dan Biomolekuler 
- Diktat Amdal 

- Diklat Validasi Data Hasil 
Pengujjar 

Analis Mikrobiologi • Dill BiologiKesehata Hewan 9 

- Diklat Sister Manajemen 
Mutu 17025:2005 

- Diklat Teknis Kesmavet 
- Diklat Teknis Pengujjan 

Mi.krobiologi dan Biomolekuler 
- Diktat Teknis Pengujan 

Mikroblologi dan Biomolekuler 

Jumlah 12 

4. Kepala Seksi - Si Biologietermakan Dokter f 
Fisikokimiawi Hewan 

- Dikdat Kepemimpinen Tk.IV 

- Diktat Sistem Manajemon 
Mutu 17025:2005 

Diktat Teknis Kesmavet 
- Diklat Teknis Pengujian Fisik 

Kimiaw/Residu 
- Dilat Amdal 

Penyelia Fisik - $1 BiologiPeternak eknologi f 
Pangan/Dokter Hewan 

- Diktat Sistem Manajermnen 
Mutu 17025:2005 

- Dikdat Teknis Kesmavet 

- Diktat Teknis Pengujian Fisik 
Diktat Amdal 

- Diklat Valid asi Data Hasil 

Pengujian 

Penyelia Kimlawi S1BologiVPetemakanN f 
Teknologi Pangan/Dokter 
Hewan 

- Diklat Sistem Manajemen 
Mutu 17025.2005 Diktat 
Teknls Kesmavet 

- Diktat Teknis Pengujan 

Kimiaw/Residu 
- Diktat Amdal 

- Diklat Validasi Data Hasil 
Pengujan 
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No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah 

Analis Fisik - DI! Analis Kimia /Biologil 2 

Peterakan/Tekologi Pangan/ 
Dokter Hewan 

- Diktat Sistem Manajemen Mutu 
17025.2005 

- Diktat Tekis Kesmavet 

- Diklat Teknis Pengujjan 
Kirniawi/Residu 

- Diklat Amdal 
- Diklat Valid asi Data Hasil 

Pengujan 

Analls Kimiawi - DNi Analis Kirnia/Biologil 3 
Kesehatan Hewan 

- Diktat Sister Mutu 
- Diklat Tekxnis Kesmavet 

- Diklat Teknis Pengujjan 
Kirriawi 

- Diklat Teknis Pengujjan 
Kiriaw! Residu 

Jumlah 8 

Total 33 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK( IA JAKARTA, 

•· 
• 

0 

• 
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Lampiran l;  Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 113 TAUN 2010 
Tanggal 10 uni 2010 

STANDAR PERALATAN KER.JA PADA LABORATORIUM 
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah 

I Kepala Laboratoriurr Minlbus 1 unit 
Notebook¢ 1 unit 
Printer 1 unit 
Telepon 1 buah 

white Board 1 buah 

Filing Kabinet 1 buah 

II Kepala Subbagian Tata Usaha Notebook 1 unit 
Printer 1 unit 
Tolepon 2 buah 

White Board 2 buah 

Handycam 1 unit 
Filling Kabinet 1 buah 

1 Pengadministrasi Umurm Komputer 1 unit 
Printer 1 unit 
Telepon 1 bush 

Faks 1 unit 

Mesin Absensi 1 unit 

Mesin Ketik 4 buah 

Fling Kabinet 1 bust 

2 Pranata Komputer Komputer 1 unit 

Pinter 1 unit 

FHing Kabinet 1 buah 

3 Petugas Penerima Sampel Korputer 1 unit 
inter 1 unit 

Whiteboard 1 buah 

Filling Kabinet 1 buah 

4 Petugas Pendistrlbusian Komputer 1 unit 

dan Penlmbangan Sampel Printer 1 unit 

Peralatan Kerja Teknis 

Fling Kabinet 1 buah 

• 

• 
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No. Nara dabatan Peralatan Kerja Jumlah 

5 Pengurus Rumah Tangga [nfocus 1 unit 

Screen f unit 

LCD 1 unit 

Tool Kit 1 set 

Fling Kabinet 1 buah 

6 Pengelola Keuangen Komputer 1 unit 

Printer 1 unit 

Mesin Penghancur Kertas 1 buah 

Mesin Hitung f buah 

Fling Kabinet 1 buah 

7 Bendahara Pengeluaran Komputer 1 unit 

Pembantu Printer 1 unit 

Kalkulator 1 buah 

Mesin Hitung 1 buah 

Brank.as f buah 

Mesin Ketik Manual 1 buah 

Filling Kabinet f buah 

• 
pembantu Bendahara Komputer f unit 

Printer 1 unit 

Mesin Hitung 1 buah 

Kakulator 1 buah 

Filing Kabinet 1 Tai 

• Bendahara Penermaan Komputer f unit 

embantu Printer f unit 

Kallulator f buah 

Mesin Hitung 1 buah 

Brankas f buah 

Mesin Ketik Manual 1 buab 

Filing Kabinet 1 buah 

10 Caraka Sepeda Motor f unit 

Filling Kabinet 1 buah 

1f Pengermudi Kendaraan Operasional f unit 

Tool Kit f set 

Fling Kabinet f buah 

• 
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No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah 

Ill Kepala Seksi Mikrobiologi I �  f  unit 
dan Biorolekuler 1 unit 

T f buah 

Kamnera 1 unit 
Fil Kabinet 1 buah 

l 1 Penyelia Mikrobiolooil 2 unit 
Printer 2 unit 

Kalkulator 2 buah 
Peralatan Teknis 

Filing Kabiet 1 buah 

2 ~nave ico 
� .. 

1 unit 

1 unit 
Peralatan Kerja Teknis 

Filing Kabinet 1 buah 

IV Kepala Seksi Fisikokimiawi Komnputer f unit 

Printer 1 unit 

Tole2on f buah 

Kamera 4 unit 

Fis abet 1 buah 

1 l rieik Komputer 1 unit 

Printer 1 unit 

Kamera f unit 

ISL­ Kabinet 1 buat 

ee 2 Penyelia Kmiawt 1 unit 

1 unit 

Kamera 1 unit 

Peralatan Kerj@ Teknis 

Fill Kabinet 1 buah 

3 Analis Fisik l er 1 unit 
Printer f unit 
Peralatan KerjaTeknis 

ig Kabet 2 buah 

4 Analis Kimiawi [K 1 unit 

Printer 1 unit 
Peralatan 

. 
Teknis 

filia Kabinet 2 buah 
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No. Nana Jabatan Peralatan Kerja Jumlah 

V Kelormpnk Jabalan F 
. 

nal 

Medik Veteriner Koguter 1 unit 

Printer 1 unit 

Peralatan K 
. 

Teknis 

Fling Kabinet f buah 

K armedik Veteriner 1 unit 

Printer 1 unit 

Peralatan 
. 

Teknis 

Finn Kabinet 1 buah 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHU$US 

IUKA'TA JAKARTA, 

• 

J 
I 


